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GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

1.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2001;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi Dan Iuran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan ASKES
Bagi Pegawai Negei Sipil Dan Penerima Pensiun;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Dan Pertanggungjawaban Dan
Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri dari :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

2. Belanja
APARATUR DAERAH
a. Belanja Administrasi Umum
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
c. Belanja Modal/Pembangunan

PELAYANAN PUBLIK

a. Belanja Administrasi Umum

b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
Belanja Modal/Pembangunan

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Tersangka

© a0

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Rp. 117.157.000.000,00
Rp.  345.391.000.000,00
Rp. 45.249.000.000,00
Rp.
Rp. 160.187.271.499,00
Rp. 31.712.396.095,00
Rp. 16.258.408.051,00
Rp.
Rp. 25.169.940.510,00
Rp. 38.709.922.322,00
Rp. 157.824.369.092,00
Rp. 137.420.049.497,00
Rp. 25.847.271.925,00
Rp.
Defisit Rp.
Rp. 87.351.615.991,00
Rp. 12.018.987.000,00

507.797.000.000,00

208.158.075.645,00

374.971.553.346,00

Rp.

75.332.628.991,00

75.332.628.991,00
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Pasal 2
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Gubernur
ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2005. Agar setiap orang dapat
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Pebruari 2005

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
cap / ttd

ASMAWI AGANI
Diundangkan di Palangka Raya

pada tanggal 23 Pebruari 2005
SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

Drs. H. A. Dj. NIHIN
Pembina Utama
NIP. 010 049 641

BERITA DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI A



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR INI ADA PADA BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



